
PEND.A HULUAN 

Pegawai negeri merupakan �ur aparanir negara yang selalu hidup ditengah-

1engah rnasyaraka1 dan bekerja un1Uk kepemingan masyaraka1, oleh karena itu dalrun 

pelalcsnnaan pembinaan pegawai negcri bu.kan saja dili.ha1 dnn diperlakukan sebagai 

aparntur negara, te1api juga diJibat dan diperlakukan sebagai warga negara. 1 

Pegawai negeri adalah setiap warga negara republik Indonesia yang telah 

memenuhi syarot yang diten1Uka11 atau diangkat oJeh pejabat yang berwenang atau 

disertai tugas oleh ncgara dan di gaji berdasarkan peraruran perundang-undangan 

yang borlaku. 2 

Dalam rnngka ikul mcnyu.kseskan peJaksanallll pembang1man n3sionnJ. PcrJu 

makin ditingkalJ..an kcmampuan percncauua:i, pelaksana:m. pengawasan dan 

pengendalian yang dilandasi oleh disipJin serta tanggung jawab da1� sema11gat 
pembangunan yang tinggi, serta benar-benar dapat dicapai efcsiensi nasional Jalam 
pembangunnn. 

Pembangunan pega\\ai pemerintah :aau dalam hal ini adalah Pegawai r.cgeri sipil 
diarahkan untuk menmgkatkan kualilas kcrja pegawai agar lebih memiliki sikap dan 

perilaku yang berdasarkan kcpada pengabdian, kejujuran, 1a:1ggungj11wab, di�ipli dan 
keadilan. 
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Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri 
berhasil denga.ri baik serta dap;it memberikan pelayanan dan pengnyoma'l kepada 
masyarakat sesuai dcngan t11.1tunan hati nurani mercka. Undang-undang No. 43 tahun 
1999 mengenni pokok-pokok kepegawaian yang mengatur tentang pol:ok-pokok 
kepegnwaian. 

Lnrumya Undang-Und!l!lg Nomor 43 Tahun 1999 merupakao bagian dari 
penataan manajemen kepcgawai::n yang seragarn melaJui penetapan oonna.. s:andnr, 
<fan proscdur yang jelas dalam pclnksanaan rnanajemen kepcgawaian. Dengan ado....,ya 
keseragamnn tersebut, diharapkan dapat diciptakan kualitas ,,egawai negeri sipil yang 
semgam di seluruh [ndoncsia. 

Pcmcrintah juga seb..:lumnya menetapkan Peraruran Pemerintah No.30 tahun 
1980 tentang disiplin pegawai negeri. Menurur Pasal I Huruf a Pcrnturan P.:mclin!ah 

tersebut, peraturan disiplin t:dalah pcraturan yang mengatur kewajiban, lnrangan scrta 
sanksi yang ditcj11kw1 untuk Pcgawai Negcri Sipil. 3 

Namun, scjak TaoggaJ 6 Juni 20 I� pcmerintah tel!lh rnenetapkan Pcraturdll 
Pemrrintah Nomor 53 Tahun 2010 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Secara 
otomatis mencabut dan menyatakan bnhwa Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 
tidak diberlakukan lagi, haJ ini dilatar belakangi oleb kondisi disiplin pegawai negeri 
sipil yang masih bclum optimal dan masih banyaknya pelanggardll disiplin yang 
dilnlcukan oleh pegawai negeri sipil. 

3Sri Hartini, Hj. Scciojeog Kad:irsih, Op.Cit, Him 4 
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